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Abstrak
 

Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum

yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak

secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau

penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan di luar

kendali kedua belah pihak, seperti krisis ekonomi, keadaan darurat, atau situasi lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088

K/PDT.SUS-PHI/2022, terjadi perbedaan pendapat antara pekerja, yang beranggapan tidak melakukan

kesalahan, dan pengusaha, yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan karena

pelanggaran oleh pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Tulisan ini bertujuan untuk

menganalisis kriteria alasan mendesak dan prosedur pemutusan hubungan kerja, serta penerapan kedua

aspek tersebut dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/PDT.SUS-

PHI/2022. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan Deskriptif-Analitis dan

menganalisis data secara kualitatif dari data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka.

......Urgent reasons as a basis for termination of employment often lead to complex legal debates. In the

context of labor law, it is important to clearly define urgent reasons in accordance with applicable

regulations to prevent diverse interpretations or misuse by the parties involved. Urgent reasons usually

include unforeseen situations and circumstances beyond the control of both parties, such as economic crises,

emergencies, or other situations regulated by law. In the case of the Supreme Court of the Republic of

Indonesia's Decision No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022, there was a disagreement between the worker, who

believed they had not committed any wrongdoing, and the employer, who stated that the termination of

employment (PHK) was due to a violation by the worker as regulated in the Collective Labor Agreement.

This paper aims to analyze the criteria for urgent reasons and the procedures for employment termination, as

well as the application of these aspects in the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's

Decision No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022. This research uses a doctrinal method with a Descriptive-

Analytical approach, analyzing qualitative data from secondary sources focusing on primary, secondary, and

tertiary legal materials obtained through literature study.
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